PERATURAR BUPATI LAMPUNO UTARA
PROVINSI LAMPUNG
NOMOR: 20 TAHUN 2016
TERTANG

- AN =

- NABUPATEN LAMPUNG UTARA
EUPATI Lot s,

bahwa Unit Pelaksana Teknis Dacrah (UPTD) Sanggar Kegintan

Belajar {SKB) Lampung Utara dibentuk berdasarian 1 Peratitran

‘Bupat Lampung Utara Nomior 11 Tahun 2000 tentang .
Pembentukan Organisasi dan Tata Keyja Unit Pelaksana Teknis

UPY | s dan ah Kebupaten Lampung
Utara;

' bahwa scbagai Unit Pelaksana Telanis Dacrah (UPTD), Sangear

fungsinya  cerutams  dalam Fh® Ppo%ok. dar

Nasional (NISN), dimana Nomor Induk Siswa Nasional (NISN)
synmwarga belajar untuk mengikuti vjian nasional pendidikan

Bahws Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), Sanggar Kegiaten
Belajar (SKB) selama ini bukan satuan pendidikan Non formal
schingga tidak dapat i akreditasi oleh Badan Akreditasi
Nasional Pendidikan Non Formal {SAN PNF), schingga Sanggar
Kegiatan Bclajar (SKB} tidak dapat 7 Ujian
Pendidikan Kesctaman Tingkmt Satuan Peadidiksn. dan
menerbithan sertifikat kompetensi;

bahwa berdasarkan  Peraturan  Menter Pendidikan dan
Ketrudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang  Alih Fungsi Senggar
Kegiatan Belajar (SKB} menjadi Satuan Pendidikan Non formal
Sejenis;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimalesud hurof

8,5, ¢dan d terscbut diatas, maka perha ditetaplsn Peraturan
Bupeti Lampung Utara tentang  Alth Pungsi Unit ‘Pelaksspn
Teknis Daeral (UPTD) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Lampimng
Utara Menjadi Satnuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan
Belajar {SKB) Lampung Utara Kabupaten Lampung Utara.




\

‘Nomor 5587} sebaga
‘dengan Undang-Undang Nomor 9 'l‘nhm 20

dang-Undang Darurat Nomar:'4 “Tahun 1956
Negara Republik Indanesia Tahun . 1956 Nomor 5) ¢ Jndang-
ndang Darurat Nomor & Tahiin 1956 {Lembqr_gn Nggaraf
blik Indonesin  Tahun 1959  Noinor 57) tentang

“Pemberitukan Dncrah Tingkat I termaasuk Kotapraja, Dalam
Hngkungun Daerah Tingkat I’ Bumntem_ Selatan sehagai

ndang-Undang {Lembaran Negara Republik’ Indon(;:ia “Tabiun.
S92  Nomor 73, Tambahan Aembaran ‘Negara Repubhik.
mdonet!a Nomor 1821);

".2.'Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
;Pendidikan Nasione! (Lembaran Negam Republik - Indonesia
“Yahun 2003 Nomor 125, Tarabahan Letabaran. Negara: chubhk

Indonesia Nomor 4437); e
Undeng-Undang Nomor 8 Tabun 2014 tentmgAPMrSipﬂ

imana telah dlu_ ) bebnm"_ kn!iternkhir
[Icmhamn'
~Negara Republik Indonesia Tahuiy- 2015 Nomor 58; ‘l‘mnbahan
‘Lembarsn Negara Republik Indonesia Noinor 5579], '

B Pcratumn Pemerintuh Nomor 79 Tahun 2005 tenting Pedoman

' Pembinsan Pengawasan Pen yckenggaraan Pemedntahm Dacrah
{Lembaran Negara Republik lndonesh Tahun 2005 Nomor 165,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia: Nomor 4v93],

6 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang. Wajib

‘Belajar (Lembaran Negara Republik’ indonesia Tahun' 2008
‘Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1863);,

Pmtnmn Pemerintah Nemor 48 “Tahun 2008 tentang
Pendannn Pendidikan (Lembaran Negara chublik Indonesia.
Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Megam. Republik
Indonesia Nomor 4864);

B. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

‘ Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran: Negnrn_
‘Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambuhnn_
‘Lembaran  Ncgara Republik  Indonesia  Nomor 5105},
‘ncbagaimana telzh diubah dengan Peratutan Pemerintah Notnor
66 Tahun 2010 {Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.
3157,

9. Peraturan Pemerintah NorLor 13 Tahun 2015 tcntang_

Perubahan Kedua Pernturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 :
tenumg Standar Nasional Pendidikan (hmbamn_ ‘Negara
chu'blik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan
-Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496].




10 Pcra eraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor' 21 Tahuin
1 2011 tentang Pembentukon Organisast’ dan Tata Kerja,

FPerangkat Dacrah Kebupaten Lampung Utsra {Lembaran
‘Duerah  Kabupaten Lampung Utara Tahun 2012 Nomor. 5)°
-sehagaimana telah diubsh dengan Per turen Dacrah Kabupaten
Lampung Utara Nomor 2 Tebun 201% (Lembaran Daersh -
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015. ‘Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

-._'.u'om'hphn t PERATURAN RBUPATI LAMPUNG UTARA TENTANG ALIH
MENJAD! SATUAR PENDIDIRAN NON . FORMAL SANGGAR
(EGIATAN BELAJAR (SKB) LAMPUNG UTARA KABUPATEN

BABI

EKETENTUAN UMUN
: Pusal 1
h adalat Kabupaten Lampung Utara; _ _ .

intah: Dacrah adalah Bupati scbagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan
Deernh yang ‘memimpin pelaksansan vrusen pemerintahan yang menjadi

Kewenangan Daerch Otonom:

t adalah Bupat Lampung Utara;

dilsh Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara;

5. Xepeld Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara;

6. Senggar Fegiatan Belajar yang schanjutiyn disingkat SKB adalah Unit Pelaksn lnknana.
hnis Dinas (UPTD] yang menangani unosan wor dikan Kabupatén Lempong

. Utara yang berbentuk Satuan Pendidikan Non formal Sejends; '

. 7. Satuan Pendidikan Non formal selcnis yang selanjutnya disingkat SPNF scjenis

adalah hel;mp?k m:yanan pendidikan  yang menyelenggarakan program

' Non o H

- Kepald Sanggar Keglatan flctajar edalah Kepala Satuan Pendidikan Non Formal

‘Sejeniadi_ Kabupatesi Lampung Utara;

rogram Pendidikan Non formel yung sclanjutnya disebut program PNF adalah

pendidikan yang disclenggarakan untuk memberdayikan masyarakat

Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),
_Kepemudaan, Pendidikan Pemberdaysén Peérempuan, Pendidikan

0, Pendidikan Keterampitan dan Pelatihan Kerja, Pendidikan

an dan Pendidikan Keluarga serta pendidikan. lnin yung ditujuken
kejenjang pendidikan yung Jebih tinpgi atau menjedi tenaga kerja yang mampu
membuka - usaba mandin dan tenaga kevja di Dunia Usaha. serta penyedia
layanan kebutuhan belajar lainnya yang tidak tersedia di jatur pendidikan
format;

10.Unit Pelaksana Tckmis Dacrah yang sclanjutnyn disingkat UPTD adalah Unit

Pélaksana Teknls di Lingkungan Dinas Pendidilcan Lampting Utara.




BABR I
DOROGANIAASL
Bagian Pertama
Pembantukan
Pasal 2

i} Status SKB Lampung Utara dislibfungsikan dari UPTD SKB. Lampung Utara

{2} BPNPF, SKB: Lampung Utsra bertempat di Dess Bandar Keagungan Raya

Kecamatan Abung Selatan.

{3} SFNF SKB Lampung Utara dibentuk berdasarkean potensi, karekteristik dan

Bagian Hedua
Kedudukun, Tuges dan Pungsl

Pasal 3

/Al SKB Lampung Utara adalah SPNF pads Linglup Dinas Pendidiken

Kabupaten Lampung Utara.

523 ‘8KB Lampung Utara dipimpin oleh swomng tenaga fungsional pamang betajar

yang diberi tugas tambahan scbagai kepala SKH yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepalu Dinas Pendidikan.

Pasal 4

. SPNF SKB mempunywi tugns poknk menyelenggarakan, membina, mendampingi,

membuat percontohan, mengembangkan model dan kurikuihim muatan lokal,

. melaksanakan penjaminan mutu progrum Pendidikan Arak Usia Dini (PAUD) dan

© Pendidikan Masyerakat (DIKMAS). mclaksanakan pengabdian masyarakat dan

- Pengelolaan Urusan Ketatausahaan SKB.

Pamal 8
Untuk melaknandkan tugas sehapaimana dimaksud dalam Pasal 4, SKB sebagai

' satuan Pendidikan Non Forrmal mempunyai fungsi:

a. Menyelenggarakan program pendidikan anak usie dini dan pendidikan
masyarakat:

& Melakuken pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan
ronformal lninnya; |

c. Melakukan pendampingan begi satuan pendidikan nonformal lainnya yang
- menyeleniggarakan program  pendidikan anak umia  dini dan pendidilkan
mascarakat; :

d.  Membuat percontohan program Pendidikan Ansk Usia Dini {(PAUD) dan
pendidikan .masyarakat: ]

=. Mengembangkan dan uji coba model program pendidiken anak usia dini dan

pendidilan musyarnkat,

Menpembangksan kurikulum dan bahan ajar muatan lokal bagi program

pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarajat;

g Sebagni pusat penyelenggarnan penilaian program pendidikan anak usia dini

1dan pendidikan masyarakac:

Melaknanalkan pengabdian masyarnkat;

Melaksanakan pengendalian mutu program Pendidikan Anak Usia Dini {PAUD)

dan Pendidikan Masyaraka: (DIKMAS); dan

Melaksanakan Pengelolaan Urusan Ketatausahaan SKB,

T,

o

[



Pasal 6

susuanrgu:isaai Sanggar Kegitan Belajar (SKB) terdiri dari:

B Urusa saha; dan
<. KelompokJabatan Fungsional.

Pasal 7

_' {l_')ﬁ‘iift:pd!&SﬁBr'&dkhh Fungsional Pamong Belajar yang diberi tugas tambahan.,
) Kuslifikasi-akxdemik Kepala SKB serendeh-rendahnya berpendidikan Steata 1

{81} dan memiliki masa kerja sebagai pamong belajar minimat § (lima) tahur.
“{3) Tugas al2 SKB adalah mengriola, mengkoordinasikar:, ‘mengkosuttasikan,
membi mexionitoring dan mengevahuast pelaksanaan aan program’ SKB schagai
;  metuan péendidikan Non formal. . _ _ _
5 {4} Ke KB dalam melaksanakan tugas den fungsinya dibantu oleh Kelompok

. Jabatan Fungsional, Kepala Urusan dan Staf Tata Usaha.

- (5) Dalam melakeanakan tuges don fungsinya kepala SKB berkoordinasi dengan

{  Dinas Perdidiian melalui Kepala Bidang Pendidikan Non formal dan Informal

. {PNF1) atau seburtan hain yang scienis.

) Pasal 8 i

{1} Urusan tata usaha dipimpin oleh satu orang hepala tata Usaha,

7 [2) Kepala Urnean tata usaha bertanggung jawab kepada kepala SKB.

- 13) Urusan tata usaha terdiri dari tenaga administrasi umum, keuangan,

. pustakawan, laborat, teknisi dan operator komputer.

- {4) Kepala Urusan Tata Usaha ‘memiliki tugas melakoanakas urusan administrasi
khﬁlﬂ-lhlm. peserta didik, kepegawaian, kcuangan, sarans dan prasarana,

hubungan masyarakat, persuratan dan pengarsipan.
Pasal 9

{}) Kelompok Jabatan Fungsional di SKB terdiri dari Pamong Belajar den Jabatan
fungsional lainnya yang menunjang penyelcnggarann program  Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyaraiat {DIKMAS). '

{2} Jabatan Fungsional Pamong belajer dan jabatan fungsionat lain dipimpin oleh

: Koordinator pamong yang ditunjuk oich kepala SKB.

- £3) Tugas kbordinator pemong adalzh membantu kepala SKB dalam menyinpkan
bahan rerumusan kebijakan teknis, pengkajian dan pengembangan program
pembelajaran  peningkatan mutu  pendidik  dan tenaga  kependidikan
pengendalian mutu program {PAUD) dan Pendidikan Magyarakat {DIKMAS)
serta dulam pengabdian pada masyarakat,

{$) Koordinator Pamong dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Pamong
Belajar yahg ditunjuk untuk melaksanakan urusan program Pendidikan Anak
Usia Dini {PAUD), Kesctaruan dan Keaksaraan, Kursus dan Pelatihan,
penjaminan mutu, pendataan, informasi dag pengabdian pada. masyarakas.

{3) Tugas Pamong Belajar adalah melaksanakan pembelajaran, pembimbingan
dan pelatihan serta pengkajian dan pengembangan dalam rangkn percontohan.



ws’ pomong belajar masing-inasing jenjang jabatan sesuni dengan
) Datan ksanakan tugasnya Pamong Belajar bertanggung jawab kepada

| Saglan ke empat |
‘Pembiayaan, Ketenagann dan SATANA DIABAYADA
Pasal 10 ‘
(1} Pemblaysan SPNF SKB bersumber dard Anggaran ‘Pendapatan dar. Belanja.
Daerah (APGD) Kabupaten, Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) ¢an miesyarakat atau sumbcr lain yang sah,

12) Besarnya: pembiayasn berdasarkan peraturan yang berlaku dan disesuikan
dengan. fenis dan jumiah program yang dilaksanakan.
; .

Paszal 11 _
{1} Ketenagaan SPNF SKB tcrdiri dari fungsional pamong belajar dan ‘tenaga
administrasi.” : .
{2 Jumlahfimnsional pamong belajar dan lcmqm administrasi di SKB ditentukan

kan Peraturmn Perundangan yang berlaka,

13) Kualxﬁkas: dan kompetensi pamong belajar dan tenagn administrasi di SKB
berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku.

). Pengangkatan dan penempatan tenaga fungsional pamong belajar dan tenagn
administrasi di SKB dilakukan oleh Badan Kepcgawaian Daerah atas usul
Kepala Dinas berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan analizis jabatan.

Fasal 12
(1) Sarana dan prasarana SPNF SKI sesuai dengan program Pendidikan Anak
Usia Dni {PAUD) dan Pendidikan Masyarakat {DIKMAS) yang diselenggaraian,

{2} Jenis, kecukupan dan kuslitas sarana dan prearana SPNE SKD discsuaikan
cengan standar sarana dan prasurans pendidikan.

Bagiax kelima
Pengangiatan dsn Pemberhentinn dalam Jabetan
Pxaal 13

{1} Kepala SPNF SKB Lampung Utara diangkat dan diberhentikan ofch Bupati

berdasarkan usulan dari Kepala Dinas.
{2} Kepala Urusan Tata Usaha diangkat dan diberhentilan olen Bupati berdasarknn

usulan Kepala Dinas.
{3) Kelompok Jabatan Fungsional Pamong PBelajar dan Tensga Administrasi

diangkat dan diberhentikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaleu.



_ BABII
KETENTUAN PENUTOP
Pasal 14

Pembentukan Organisasi dan Tatu Kerja Unit Pelaksana Teknia (UPT) pada
BRinas dan Badah Ducrah Kabupaten Lampung Utera ([Berita Daérah
Kabupatén Lampuhg Utara Tahun 2009 Nemior 11} dicabut dan_ dinyatakan

Pasal 18
Peraturan: Bupati ihi berlaiu sejak tanggal diundangkan.

Bupati ini mulai berlaku, Paaalﬂ ayar (1) angka |
Lampung Urara Nomor 11 Tabun' 2009 wntang.

Agar setiap orang hengetahuinya. memerintahkan pmgundnngnn Pernturan

Bupati int dengan Penempatannys dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung
Utara.. ' '

Ditctapkan di Kotabumi
pada.tanggal 9 Med 2016

BUPATI PUNG UTARA,

‘ AGUNY ILMU MANGKUNEGARA
Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal 9 Afer 2016

SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

SAMSIR ' !
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2016 NOMOR, 20.



'LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMPURG UTARA

NOMOR TAHUNR 2016

TANGGAL 2016

TENTANG : ALTH FUNGS! UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAM
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (8KB) LAMPUNG
UTARA MENJAD] SATUAN ' PENDIDIRKAN NON
FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (8KB)

_ STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB)
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

KEPALA SKB

KEPALA URUSAN
TATA USAHA (TU}

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL PAMONG BELAJAR
DAN FUNGSIONAL LAINYA

BUPATI LAMPUNG UTARA,






